
Menteri Perencanaan Pcmbangunan l{asional /
(epala Badan Perenranarn Pembangunan Nrsional

SAI,INAN

Kf,PUTUSAN MINTERI PERf,NCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,/
Kf,PALA BADAN PIRENCANAAN PIMBANGLTNAN NASIONAL

NOMOR KTP.51,/M,PPN/HK/06,/2010
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PET.IYIJST]NAN PITA JALAN (fO.4'N,NA.4 NASIONAI,
Pf, RCIPATAN PUNCAPAIAN MDCS

N,teninrbang

l\lengingat

a. ballwa pemelintah Indonesia lelah nlemberikan perhatian yang

sangat besar terhadap sektor-sektor terkail de gan MDGS sepedi
kemiskinan. pendiditan dan kesehatan, S,ebagaimana tertuang dalam
RUMN tahun 2005-2009 serta StraleSi Nasional PenanSLulanSair

Kcnriskinan yan8 fbkus pada lrerbaSai kebijakan dan proSr'am untuk
nlenciptakan keadilan sosial serta kesetaraan kualitas standar
pelayanan sosial:

b. bahwa upaya dalam mencapai tar8ct MDCS p€rlu ditangani secara

sislematis, baik dari aspek perencana4nJ pclaksanaarl, pembiayaan,

prnranlauan ntaupurr aspel evaluasirrya:

c. bahwa beldasarkan peltimba[8an scbagainuna dimaksud dalam
huruf a, dafl huluf b, perlu nlembelltuk Tim Penyusunan Peta Jalan
(Road MaO Nasional Pclcepatan Pencapaian MDGs;

d. bahwa pejabal dan pegarvai ya!r8 nantanya tercanturn dalanl
Lampiran Keputusan ini dian8gap mampu dan memeruhi
petsyaratan unluk duduk dan melaksanakan hrgas sebaSai aa3gota
Tim Penyusunafl Peta Jalan (Roa.l MaP Nasional fercepalan
Pencapaian MDGs;

1 L]rdant-tjndarli Nonror' 47 Tahun 2009 tehtanS AnSgaran

ttndapatan dan Belalja N*e8ara'Iahun An:garan 201O (l€hrbaran

Ne8ara Republik Indonesia Tahulr 20Og Nomol 156, Tambahan
Lcnrbamll NeSaIa Republik Indonesia Nonror' 5075)l

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahrm 2002 tenlanS Pelaksanaan

A ggararl Pendapatarr dan Bclania NeSara (kmbat'an Negara

Republik lrdonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lenrbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4:..112) sel'agaimana telah diubah
denSan KeputuMn Prcsiden Nor or 72 Talul] 2004 (Lembaran

N-e8ara Republik Indonesia lhhun 2004 Nomor 92, Tamb{han
Lcmbamn Negara Republik Indrrnesla Nonlor' 44 18);

:1. I'eraturan ...

MENTXRI PERf,NC NAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,/
KXPALA I}ADAN PERf,NCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAI,,



3. Peraturan Pltsiden Nomor 82 Tahtln ZOOT

Perencanaan Pembangunan Nasional;
leflLlng ltadan

4. Peraturan presiden Nomor 47 Tahvn ZOO, tentang pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Negara per€hcAnaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan pcrencanaan pembangunan Nasional Nomor
PER. OO4,/M.ppN,/09 / 2OOZ l,;ntang pedoman penyusunan Rencana
Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara per€ncanaan
Pembangunall Nasioflal/ Kepala Badan petencanaan pembangunan
Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, lerakhir dengan
Peraturan Menteri Negara pelEncanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional Nornor
P[R-003,rM.PPN,r09l2008;

6. Peraturan Menteri Negara perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan perelcanaan pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.ppN/ l0 /2OOZ tenl^ng Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara perencanaan pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruki Presiden Nomor 3 Tahun ZOlO tentang program pembangunan
yang Berkeadilan.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN Mf,NTERI PERENCANAAN PIMBANGTJNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PE}IYTJSUNAN PETA JAIAN
(ROAD MAn NASIoNAL PERCEPATAN PXNCAPAIAN MDGS.

Membentuk Tim Penyusunan Peta Jalar (Road MaA Nasior.al
Percepatan Pencapaial MDGS uhtuk selanjutnya disebut Tim
Peflyusunan Peta Jalan (knd Map) dengan susunan keanggotaan
scbagaimana ters€but dalanl Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusunan Peta Jalan lRoad tVaO terdiri atas Tim penga%h, d^n
Tim Teknis yaflg terdiri dari Ketua, Sekreta s, dar Anggota.

Tim PenSar4h bertugas :

a, memberikan arahan dalam pelaksanaafl koordinasi pen)'usunan peta
jalan (rcad map\ nasional percepatan pencapaian MDGS;

b. menlberikan arahan dan masukan kepada kelompok kerja mengenai
substansi penyusunan Wta j^lan (road ntad nasional percepatan
pencapaian MI)Gs;

c. memberikan
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I(ET]\{PAT

tiEl.tNlA

c. memb€rikan arahan mehgenai kebijakan yang diharapkan dalam
men)rusur rekomendasi untuk penyusunan peta jalan Qoad nup
nasional percepatan pencapaian MDGS;

d. menyampaikaa laporafl kegiatan p€r)'usunan petajalan (rnd mai
nasional percepatan pencapaian MDGS kepada Mente ppN/Kepala

Bappea4s.

: Kelompok Kerja bertugas :

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Wt^ Jalan eoad
maO r.asional percepatan pencapaian MDGS sesuai dengan bidang
tugasnya;

b. membuat jadwal dan r€ncaru kerja kegiatan tim teknis MDGS sesuai
dengan bidang tugasnya;

c. men)nrsun Wta, jal^n (rca.l maq na$ional percepatan pencapaian
MDGS sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh
tim pengarah;

d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi
yanS dibuhrhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan
wawancata kepada pihak terksil dalam rangka F,enyusunan l]eta
jalar. Qoad mapl aasional percepatan pencapai4n MDGS;

e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan
penrbangunan milenium (MDGS) dar, upaya-Llqya yang telah
dilakukan dalam rangka penyusunan peta jalan <road nBO nasional
percepatan pencapaian MDGs;

f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu peta jalar (tuad mai
nasional percepatan pencapaiah MDGS sesu4i dengat bidang
tuSasnya;

g. menlrusun faporan akhir pen)'usuflan peta, jalan (road map, nasioI.al
percepatan pencapaian MDGs.

r seSala biaya yang diperlukan datam rangka pelaksanaan tugas Tim
Penyusunan Peta lalar. (Road Map\ dibebankan pada An8fiarun

Petldapatan d^a Belaaja NeSara Kementeriar PPN/Bappenas Tahun
Ang8aran 2010.

KEENAM ..
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KEENAM : Keputu$u ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
p d^ ran#1al I Juni 2010

Mf,NTTRI Pf,RXNCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL,/
KXPALA BADAN PERI.NCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL,

trd

ARMIDA S. AIISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukunl,

S. Sinutupang



A. PINANGGTJNG JAWA!

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTIRI PPN/KEPALA BAPPNNAS
NOMOR Kf, P.51,/M.PPN/HK/ 06 / 2O1O

TANGGAL I JUNr 2010

Mehteri Perencanaan
Nasional/Kepala Badan
Pembangunan Nasional.

Pe[lbangunan
Pere|lcanaan

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Wakil Kepala Badah perenc^naan

Pembangunan Na.sional.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
l. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenasakedaall

dan Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Deputi BidanS Sumber Daya Alan dan
LinSkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidant Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi BidanS Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidarg Ekonomi, Kementerian
PPN/ Bappenas;

6. Deputi BidanS Politik, Hukum, Peilahanafl
dan Keananan, Kemente an
PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
Pembangunan, Kementerian PPN/
Bappenas;

9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang
Kes€jahteraan R kyat;

SUSUNAN KXANCGOTAAN
TIM PE}MJSUNAN PXTA JAIAN (fOl',I244 NASIONAL

PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

B. TIM Pf,NGARAH

a. Ketua

b, Sckretaris

An8gotac

10. Depufi .
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10
11

Deputi Bidan8 Statistik Sosial, BPS;

Kepala Badan Ketahanan Pafiga\
Kementeriafl Pertallian;
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementerian Pendidikan
Nasional;
Dirjen fendidikan Islam, Kemenlerian
Agam4;
Deputi ruG BidanS fkonomr, Kemenleriah
Pembetdayaan Perempuar & Perlindungan
Anak;
Deputi PUG Bidan8 Sosial, Politik dan
Hukum, Kementerian Pernberdayaah
Perempuan & Perlindungan Ahak;
Sekretaris Utafta, BKKBN;

Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatafl i
Dirjen Bina Kesehata[ Masyarakat,
Kementerian KesehaLan;

Dirjen Fengendalian Penyakit dan
Penyehatah LinSkungan, Kementerian
Kesehatan;

Diden Bina Kefartnasian darL Alat
Kesehatan, Kementerian Kesehataa;

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Kes€hatan;
Kepala Badan Pengawas Obat dan Maka[an
(BPOM).

t2

t3

14.

15.

16

17

I8

19

20

21.

22

d. Keloftpok Kerja

a) Polda Tujuan I : Menanggulangi Kcmiskinan dan Kelaparan

Kctua

Wakil Ketua

Sckrctaris

Deputi Bidan8 Kemisknan, Ketenagakerjaan dan
Usaha Kecil MenenSah, Kenlenterian PPN/Bappenas.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian
Peltanian.
Direktur PenanSgulangafl Kemiskinan, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Kes€hatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kemehteriah
PPN/Bappenas;

AnSgota

3. Direktur ...
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Tim Pendukung : 1

Wakil Ketua

Sckrctaris

An8gota

2

3. Direktur Tenaga Kerja dart Pentemban8an
Kes€mpatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Bina Cizi Masyarakat, Kementerian
Kesehatani

5. Kepala PuMt Keterscdian dan Kerawanan
Pangan, Kementerian Peftanian;

6. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BtSi
7. Direktur Statistik Kependudukan dan

Ke tenaSakerjaan, BPS;

8. KasuMit Pemetaan Penduduk Miskin,
Kementeriafl PPN/Bappenas;

9. KasuMit Pefldukung Pasar Kerja, Kemehterian
PPN/Bappenas;

lO Kasubdit Promosi Kesehatan dan cizi
Masyarakat, Keftenterian PPN,/Bappenas;

11. Kasubdit Perkebunan dan Holtikultura,
Kementerian PPN/Baplxnas;

12. KasuHit Evalua.si Kinerja Pembangunan
Perekonomiar, Kementerian pPN/Bappenas;

Karim, S.Ant, Direktorat Penanttulangan
l(emiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
lnti Wikanestri, SKM, Direktorat Kesehatafl darl
Gizi Masyarakrt, Kementerian PPN/ B4ppenas.

Deputi Bidan8 SDM dan Kebudayaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Dirjen Mallajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional.
Direktur ASama dan Pendidikan, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Ditjen Manajemeh Pendidikan Dasar
dan MenenSah, Kementerian Pendidikan
Nasional;

2. sekretaris Difen Pendidikan Formal dan
Infonnal, Kementerian Pendidikan Nasional;

3. S€kretaris Diten Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tena8a Kependidikan, Kementerian
t'endidikan Nasional;

b) Pokja Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua

Kctua

4. Dircktur
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Tim Pendukung

Ketua

Wakil Keha

Sekletaris

Anggota

4. Dir'€ktur Pembinaan TK/SD, Kementerian
Pendidikan Nasional;

5. Direktur Pembinaan SMP, Kementerian
Pendidikan Nasional;

6. Kepala Biro Perencaflaafl dan Kerjasana Luar
Ne8eri, Kementcrian Pendidikan Nasional;

7. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian
Pendidikan Nasional;

8. Kasubdit Pendidikan Menengah dah Non Formal,
Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kasubdit AganE, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Dr. Sanjoyo, M.Ec, Direktorat Agama dan
Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng, Direktorat
Agama dan Pendidikan, Kementerian
PPN/ Bappenas;

3. Efldan8 Sulastri, S.Sos, Direktorat Agama dan
Pendidikan, Kenlenterian PPN/Bappenas.

Gender dan

Deputi BidanS SDM dan Kebudayaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Deputi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum,
Kementerian Pemberdayaan Perenlpuan dan
Perlindungan Anak.
Direl(tur Kependudukan, Pemberdayaan Pereftpuan
dan Perlinduhgafl Anak, Kementedan PPN/Bappenas.
1. Dircktur Tena8a Kerja dan Pengerrbantan

Keseft p4tan Kerja, Kementerian PPN/Bappehas;
2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Asisten Deputi Gender dalanl Pendidikan,
Kenlenterian Pemberdayaan Percmpuan dan
Perlindungan Anak;

4. Asisten Deputi Gender dalam TenaSa Kerja,
Kementerian Pemberdayaan Percmpuan dah
PerlindunSalr Anak;

5. Asisten ...

c) Po$a Tujuan 3 : Mempromosikan Kesetaraan

Pemberdayaan PeEmpuan
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5. Asisten Deputi Gender dalam Politik dan
Pengambilan Keputusan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

6. Direktur Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pefldidikah Nasional;

7. Direktur Pendidikan MadraMh, Kementerian
Agama;

8. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesahtren, Kementerian A}afia;

9. Dircktur Pembinaan dan Pengembangan Budaya
Politik. Xement€rian Dalam Neteri;

10. Kasubdit Kependudukan Kementerian
PPN/Bappenas;

11. Kasubdit Pengeftbangan Kekayaan Budaya,
Kementerian PPN/Bappenas-

Tim Pendukung 1.

?

Ir. turi Pudyastuti, MA, Direktorat
Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan
PerlindunSan Anak, Kementerian
PPN/Bappenas;

Renoya clory Montesoty Siahaan, SE, Direktorat
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuah dan
PerlindunSan Anak, Kementerian
PPN/Bappenas;

d) Pokja Tujuan 4 Menurunkan Kematian Anak

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan.
Direktur Kesehatan clan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bapp€has.

1. Kepala Biro Perencanaan dan Ang3,at^n,
Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Inluhisasi dan Karantina, Kementerian
Kesehatan;

3. Kepala Bilb Perencanaan dan Or{ala,
Kementerian Pemb€rdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

4. Direktur ..

Itutua

Wakil Ketua

Sckretaris

Anggota
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e) PoSa Tujuan 5 : Meningkatk4n Kesehaian Ibu

KetLra

Tim Pendukung

Wakil Ketua

Sckretaris

AnSgota

Tim Pendukung

0 Po$a Tujuan 6

4. Direktu Statistik Kesejahteraan Ralyat, BpS;
5. Kasubdit Kesehatan Percrangan, Kementerian

PPN/ Bappe nas.

Atdhialltie, SKM, Direktorat Keschatan dan cizi
Masyarakat, Kementerian ppN/Bappenas.

Deputi Bidant SDM dan Kebudayaan, Kemeflterian
PPN/Bappenas.

Dirjen Bina Kesehatan Ma.qrarakat, Kementerian
Kesehatan.

Dircktur Kesehatan dan Cjzi Masyarakat,
Kemelterian PPN/Bappenas.
1. Direltur Kependudukan, pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak,
Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian
Kesehatan;

3. Direldur Pemaduan Kcbijakan program, BKKBN;
4. DirckturJaminan dan Pelayanan KB, BKKBN;
5. Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Kementerian

PPN/Bappenas;

6. Kasubdit Keluarga B€rencana, Kementerian
PPN/ Bappenas.

MenceSah Penularan HMan AIDS, Malaria dan
Penyatit Menular lainnya (IB)

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaar, Kementedan
PPN/Bappenas.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan penyehatan

Ungkungan, Kementerian Keseh4tan.

S€hctaris

1. Dani Ramadan, S.Si, MHR, Direktorat
Kepehdudukan, Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak, Kemnterian ppN/Bappenas;

2. Qurrota A'yun, S.Si, Direltor.at Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan
tu1ak Kementerian Pf N/Bappenas.

Ketua

Wakil Ketu.a
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AnEEota

Tim Pendukung

d Pokja Tujuan 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Ketua

Sckretaris

wakil Ketua

Seketaris

AnSgota

Diiektur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
1. Dircktur Kebuda)'aan, Pariwisata, pemuda dan

Olahraga, Kementerian PIN/Bappenas;
2. Dircktur Pengendalian Penyakit Menular

l,angsung, Rementerian Kesehatan;
3. Kepala Pusat Data dar lnformasi, Kementedan

Kesehatan;

4. Kepala Birc Percncanaan dah Keuangan, BPOM;
5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BrS;
6. Kasubdit Kesehatan Masyaraliat, Kenlenterian

PPN/Bappenas.

Oewi Anila Solikha, SKM, Direktorat Kesehatan dan
Gizi Masyamkat, Kemcnterian PPN,/Bappenas.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, (ementerian PPN/Bappenas.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
PPN/Bappenas.

Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas.

l. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakai,
Kenrefite an PPN/Bappenas;

2. Diiektur Perntukiman dan perumahan,

Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air,

Kemente an PPN/Bappehas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan

Pedanlbangan, Kementerian ppN/Bappenas;

5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian
PPN,/ Bappena-s;

6. Kepala Birc Percncanaan dan KerjaMma Luar
Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup;

7. Asisten Deputi Umsan Pengendalian Dampak
LinSkunSan, Kementerian Lingkungan Hidup;

8. Direktur Pengembangan Air Minum,
Kementerian Pekerjaan Umunt;

9. Direktur Pengembangan Penyehatan
LinSkunSan Permukiman, (ementerian

Pekerjaan Umum;

10. Direktur ...
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Tim Pendukung

h) Pokja Tujuan 8

Ketua

I0. Direktur Pengemban3an Permukiman,
Kementerian Pekerjaan Umum;

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Perunahan Rakyat;

12. Direklur Konservasi Kawasan, Kementerian
Kehutanan;

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

14. Kepala Biro Pel.encanaan, Keme[terian Energi
Sumber Daya Mineral;

15. lksubdit Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementeriah
PPN/Bappeflas;

16. KasuHit Konservasi dan Pengemba[gan Jasa
LinBkunsan, Kemerterian PPN/Bappena.s;

17. Kasubdit laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil,
Kemente an PPN/Bappenas;

18. KasuMit Air Minum dan Air Limbah,
Kementerian PPN/Bappenas;

19. Iksubdit Kesehatan Perorangan, Kementerian
PPN/ Bappenas;

1. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktorat
Kelautan dan Perikanan, Kementedan
PPN/Bappenas;

2. Ira Lubis, ST, Direktorat Perumahan dan
Perlrlukiman) Kementerian PPN/Bappenas;

3. Nur'Aisyah Nasution, ST, Direktorat Perumahan
dan Permukiftan, Kementerian PPN/Bapp€nas;

4, Erik Armufldito, ST, MT, Direktorat Lingkungan
Hidup, Kemneterian PPN/Bappenas.

MenSembangkan

Pembangunan
Keftitraan Global untuk

Deputi Bidan8 Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Ekononti, Kemeflterian PPN /Bapqnas.
Direkfu r Perencanaan dan Pengenlbantan Pendanaan
PeI11banSunan, Kenlenterian PPN,/Bappenas.
1. Direktur Alokasi Pendahaan Pembangunan,

Kenrefl terian PPN/Bappenas;

Wakil Kctua
Sekretaris

Anggota

2. Direktur



Tim Pcndukung

2. Direktur Energi, Telekomrrnikasi dan
Infornutika, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Strategi dan Portofolio Utang,
Kenrenterian Keuangan;

4. Direktur Pembatlgunan, Ekonomi, dafi
Lingkungan Hidup, Kementerian Lllar Negeri;

5. Kepala Biro Perellcanaan, Kementeriar
Komunikasi dan Informatika;

6. Kepala Biro Perencanaall, Kementerian
Perdaganran:,

7. Kepala Biro Peretrcanaan Protram dan Anttaran,
BKTM;

8. Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan Non APBN. Kementerian
PPN/Bappenas.

9. Kasudit Alokasi pendanaan pembangunan

Peinerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
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